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Rasanya tak pernah berhenti penderitaan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri. Beberapa minggu yang lalu publik di gemparkan dengan kasus Ruyati binti Satubi (54), TKW asal Bekasi yang dihukum pancung oleh pemerintah Arab Saudi. Seolah drama sinetron yang tak pernah putus antara episode satu dengan episode berikutnya, sekarang  episode penderitaan TKI itu dilanjutkan kembali. Tercatat ada  226 WNI terancam hukuman mati. 27 diantaranya adalah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Bahkan, empat diantaranya tinggal menunggu eksekusi pancung (wawasan/07/07/11). Paling tidak, dari berbagai kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Indoensia telah “gagal” dalam menjamin hak warga negaranya yang berada diluar negeri.
Sebelumnya, berbagai kasus kekerasan terhadap tenaga kerja asal Indonesia silih berganti menampar wajah bangsa ini. Tampaknya pemerintah sudah bebal dan tak punya malu karena terlalu sering menghadapi permasalahan serupa. Pemberian gelar “Pahlawan Devisa” rasanya tak cukup untuk membalas kontribusi  mereka bagi pembangunan negeri ini. Harusnya pemerintah berkaca dari kasus-kasus sebelumnya dan segera melakukan tindakan strategis dalam menyelamatkan tenaga kerja Indonesia.
Kegagalan pemerintah dalam mengatur tenaga kerja tidak hanya disebabkan oleh kualitas tenaga kerja Indonesia yang lemah. Tetapi juga karena wibawa bangsa Indonesia yang merosot dimata negara-negara lain. Harus diakui bahwa negara sebesar ini tak berdaya saat Malaysia dan Singapura mengobok-obok keutuhan NKRI.
Sebetulnya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri bukanlah pilihan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena, meskipun di luar negeri, mereka hanya bekerja sebagi buruh. Sehingga muncul anggapan bahwa Indonesia adalah negara buruh yang tak memiliki wibawa apa-apa.
Langkah penyelamatan
Untuk mengakhiri penderitaan tenaga kerja Indonesia dan mengembalikan wibawa bangsa Indonesia, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang revolusioner. Diantaranya adalah; pertama, penarikan semua tenaga kerja yang berada diluar negeri yang dibarengai dengan penghentian pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Langkah ini sangat efektif untuk mengembalikan wibawa Indonesia agar tidak dicap sebagai negara buruh. Kalau pun terpaksa harus bekerja diluar negeri bukan untuk menjadi buruh.
Kedua, kampanye gerakan transmigrasi massal. Selama ini, yang terjadi di indonesia adalah tekanan penduduk yang terpusat disatu wilayah saja. Sehingga kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan sangat tinggi. Akibatnya, bagi mereka yang kalah dalam kompetisi memilih bekerja manjadi buruh di negeri orang . Padahal, jika penduduk bangsa ini bersedia pindah ke wilayah Indonesia yang lain, bukan hal yang mustahil untuk mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan. Harus disadari bahwa Indonesia adalah NKRI yang didalamnya tidak hanya pulau Jawa saja, tetapi juga terdapat pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,  sampai Irian Jaya. Gerakan transmigrasi masal ini untuk menjembatani antara tekanan penduduk disuatu wilayah dengan ketersediaan lahan diwilayah lain. sehingga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan dapat terwujud.
Ketiga, pemerataan pembanganan dan pembukaan lapangan kerja diseluruh wilayah Indonesia. Terkadang, pilihan untuk menjadi buruh di luar negeri juga disebabkan oleh ketiadaan lapangan kerja dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan dan juga membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan pengusaha daerah dan juga mengoptimalkan sumberdaya alam didaerah tersebut.
Keempat, hentikan kontrak kerja dengan perusahaan asing. Karena, selama ini keberadaan pengusaha asing hanya menjadi penjajah bangsa ini dan menjadikan bangsa ini sebagai budak mereka. Mereka mengeksploitasi sumberdaya alam Indonesia dan hanya menyisakan limbah di negeri ini. Mereka semakin sejahtera dan bangsa ini semakin tersiksa.

Selama sumberdaya alam negeri ini masih dikuasi pihak asing, selama itu pula masyarakat indonesia akan terjajah. Untuk itu, sumberdaya alam indoensia harus mulai diambil alih oleh anak bangsa sendiri. Sehingga hasil dari alam Indonesia bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Kelima, peningkatan taraf pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Anggaran pendiddikan sebanyak 20% sebagaimana diamantkan undang-uandang harus dilaksanakan dengan konsisten dan berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan agar seluruh putra bangsa bisa menikmati pendidikan. Yang kemudian lewat pendidkan tersebut, cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat segera terwujud. Jika seluruh bangsa cerdas dan terpelajar, maka tidak ada lagi kata penganggruran di negeri ini. Apalagi sampai menjadi buruh di negeri orang.
Pendidikan merupakan pilar utama bagi pembangunan bangsa. Lewat pendidikanlah generasi bangsa ini dididik menjadi calon pemimpin. Akan tetapi, jika dunia pendidikan sudah terkooptasi dengan kepentingan politik dan bisnis maka yang terjadi adalah pendangkalan intelektualitas. Sehingga out put lembaga pendidikan tak berarti apa-apa terhadap pembangunan bangsa.
Untuk mengembalikan kewibawaan bangsa dan menyelamatkan tenaga kerja Indonesia perlu dukungan semua fihak. Namun, yang paling penting adalah keseriusan pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat. Kemudian diikuti dengan peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan bangsa dan negara. Semoga permaslahan tenaga kerja Indonesia segera berakhir dan kewibawaan bangsa Indonesia bisa kembali terbangun. Wallahu a’lam bi al shawab
